BAB III
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012,
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi yang tepat terhadap anak
sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang
adalah dengan menggunakan jalur diversi. Anak sebagai pelaku kecelakaan
lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang dapatlah dipidana dengan
pidana penjara, namun hakim dalam menjatuhkan putusan selalu
mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem
peradilan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang no. 11 Tahun 2012
apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan
diversi namun dilihat juga bahwa upaya penahanan merupakan jalur terahkir
(ultimatum remidium). Upaya diversi ini dilakukan agar mampu memberikan
perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan
pidana  serta  dilihat bahwa anak dianggap belum mampu
mempertanggungjawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana.
Sehingga diversi diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan
menghindari  cap sebagai penjahat kepada anak wuntuk melindungi

perkembangan psikologisnya di masa mendatang.
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A. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis dapat mengajukan

saran-saran sebagai berikut :

1)

2)

Diharapkan kepada orang tua agar lebih berhati-hati dalam memberikan
kendaraan bermotor kepada anak diwajibkan berkendara dengan
persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar anak dapat terhindar
dari adanya bahaya baik terhadap diri anak tersebut maupun bagi orang
lain.

Diharapkan kepada penegak hukum dalam hal ini polisi agar lebih tegas
dalam menindak anak yang mengendarai kendaraan bermotor sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.
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